81

suatu benda jaminan.

Kedua, dengan tidak lahirnya jaminan fidusia maka benda jaminan tidak
menjadi jaminan yang diistimewakan sesuai undang-undang (preferen)
melainkan menjadi jaminan umum (konkuren) yang tidak diistimewakan
sebagaimana tunduk kepada Pasal 1131 KUHPer. Dengan tidak lahirnya
jaminan fidusia karena akta fidusia tidak didaftarkan maka jaminan tersebut
tidak mempunyai kekuatan sita eksekutorial sebagaimana Pasal 29 UUJF,
artinya apabila terjadi sengketa terkait wanprestasi atas perjanjian
pembiayaan maka kreditor tidak dapat mengajukan fiat eksekusi ke
pengadilan negeri melainkan harus menggunakan sarana gugat menggugat
atas dasar wanprestasi.

Ketiga, terhadap akta jaminan fidusia yang telah di daftarkan, maka
apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka kreditor mempunyai
kewenangan atas kekuasaan sendiri untuk melakukan penjualan atas obyek
fidusia, artinya kreditor memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan
fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor tidak
melakukan kewajibannya. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel
eksekutorial, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap jaminan fidusia
bersifat final dan mengikat. Apabila debitor telah melakukan wanprestasi
maka berdasarkan dengan Pasal 29 UUJF dilakukan dengan cara :

a. fiat eksekusi, yaitu dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke

pengadilan negeri setempat untuk selanjutnya meminta pengadilan
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melakukan teguran/aanmaning kepada debitor, apabila debitor tidak
memenuhi teguran pengadilan tersebut maka pengadilan negeri akan
melakukan sita atas obyek fidusia dilanjutkan dengan proses lelang yang
hasil lelangnya digunakan sebagai pelunasan kredit macet.

b. menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dimana
berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam sertipikat fidusia bahwa
kreditor dapat melakukan permohonan penjualan atas obyek fidusia
melalui pelelangan umum guna mengambil pelunasan atas hutang/kredit
macet debitor.

c. menjual di bawah tangan untuk mengambil pelunasan hutang. Hal ini atau
syarat ini bisa dilakukan apabila di dalam akta jaminan fidusia/sertipikat
fidusia disepakati janji-janji bahwa penerima fidusia diberi kewenangan
atas kekuasaan sendiri melakukan penjualan obyek fidusia secara di bawah
tangan guna mengambil pelunasan hutang pemberi fidusia berdasarkan

perjanjian kredit pembiayaan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai fidusia dan penyadaran hukum
mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusi, agar jangan sampai ada debitor yang menjadi korban semena-mena
kreditor dengan menggunakan jasa debt collector untuk mengambil begitu
saja obyek fidusia, padahal lembaga pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan

Akta Jaminan Fidusia ke Depkumham.
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2. Kreditor juga perlu memahami pentingnya pendaftaran akta jaminan fidusia,

agar memperoleh perlindungan hukum ketika debitor wanprestasi.
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